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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPEI{DUDUKAIIT DAN PENCATATAIT SIPIL
PROVIIITSI LA}IPUITG

DElTGAI5

DII5AS PEMBTRDAYAAII PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN AITAK
PROVINSI LAITIPUIIIG

I{OMOR: 47Ol 5,O7lV.Ltl2A2t
lrtoMoR: sX I 7AZ lv.ag I OL I 2g2L

TEI{TAI{G

PEMA$FAATAII ITOMOR IITDUK KEPEIVDUDUI{Anr, DATA KEPEITDUDUTAIT
DAII I{ARTU TAITDA PEIYDUDUK ELEIITROIVIK DALAM LAYAITAIV LINGI(UP TUGAS

DITTAS PEMBERDAYAAIT PEREMPUAIT DAIT PERLIIYDUITGAII AIVAK
PROVINSI LAIYIPUNG

Pada hari irai Kamis tanggal Eaam Belas bula:r September Tahun Dua Ritru Dua
Puluh Satu, bertempat di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
Alamat-
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

ACHMAD SAEFITLLOH, SH.
Jalan Drs. Warsito No. 77 Telukbetung, Bandar Lampung.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Lampung

dalam hal irri bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi l"ampung yang selar{utnya disebut PIHAK KESATU.

FITRTAIIITA DASIIURI,S. STp.,M.Si
Jalan Beringin II No.39 Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan
Kepala Dinas Pemberdayaan Ferempuan Dan Perlindungan Anak
Provinsi Lampung.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung yang selanjutnya
disetrut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa PIHAK KESATU ada-lah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang

Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yalg menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi Lampung.



2' Bahwa PIHAI{ I{EOUA adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahal bidang
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak provinsi Lampung.

lengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1-. Unda:rg-undang Nomor 23 Tahun 2OA2 Tentang perlindungan Anak,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ltro*o, 34 Tahun ZOl4tentang perubahan atas Undang-unclang Nomor 23 Tahun 2AA2 tentang
Perlindungan Anak;

2' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OA4 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;

3' Undang-Undang lYomor 23 Tahun 2OOO tentang Administrasi Kependudukan(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4674), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor '24 Tedl.un 2013 1t*r"U*rn Negara RepublikIndonesia ?ahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor SaZe;

4' Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak pidana
Perdagangan Orang;

5' Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2}lg tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Setragaimana Telah Diubah Dengan UndangiJndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas Undang-Undalg No*o, 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan (l,embaran N"gara Republik Indonesia Tahun
2OL9 Nomor 1A2, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
635a);

6' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2OL9 tentang pemberian
Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun '2olg Nomor 16 i 1);

7 ' Feraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 Tentang pelayanan
Terpadu Terhadap perempuan clan Anak l(orban Kekerasan;

8. Feraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 ?ahun 2008 tentang pelayanan
Terhadap Hak-hak Anak;

I' Surat Persetujuan Direktur Jendral Kependudukan dan pencatatan SipilNomor : a7O/fi2a9/Dukcapil/2O2A perihal Persetujuan permohonan
Pemenflaatan Data Kependudukan Dinas Pemberdayaai perempuan clan
Perlindungan Anak provinsi Lampung.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pemanfaatan
Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu TandaPenduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Dinas pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan ketentuan
sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Ttjuan

Maksud dan tujuan Peq'anjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsidan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi pendatain
Penerimaan bantuan , Pendataan Korban Tindak Pidana perdagangan Orang,
Pendataan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak pada PIHAK {fnUa mehlui
pemanfaatan Nomor Induk Kependuclukan (NIK}, Data Kependudukan, dan l{artu
Tanda Penduduk trlektronik {KTp-el}.
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Pasal 2
Kewajiban PARA PIIIAK

{U PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
a. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor

KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggallbulanltahun
lahir, status perkawinan, jenis pekerjaal, dan alamat sekarang kepad.a
PIHAK KEDUA;

b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK KESATU kepada PIHAK
KEDUA untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup atas
biayalDifasilitasi oleh Dinas Konrunikasi, informattka dai Sfatzsfi& prouinsi
Lampungl;

c. IVlemberikan user id dan passward kepada PIHAK KEDUA yang
pengelolaamya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

d. Memberikan spesifikasi tekrris perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan
peraturan perund.ang-unda:rgan; dan

e. Memherikan bimbingan tekris dan pendampingan teknis implementasi
pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTp-el atas bi"y" pIHAK
KEDUA.

t2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
a. Mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam d"okumen

yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
b. Memberikan data bempa Data Keterangan Penerima Bantuan d"an Jenis

Bantuan; dan Data Keterangan Korban TPPO dan Kekerasan Perempuan
dan Anak sebagai data balikan, guna melengkapi d,atabase kependudlkan
milik PIHAK KESATU;

c. Bertanggung jawab setragai pemegang hak akses atas data kependudukan
yang diakses dari PIHAK KESATU;

d. Memberikan layanan Verifikasi dan Validasi Pendataan penerimaan
bantuan, Pendataan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang d,an
Pendataan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak pada PIHAK XnnUa
berbasiskan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan
KTP-e1;

e. Menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan
spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu secure aecess
madule;

f. Menyediakan dukunga:r anggaran untuk pelaksanaan trimbingan telcris
dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan, dan KTP-el;

g. Membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTp-el
melalui media cetak dan/atau elektronik; dan

h. Menjamin kerahasiaa:r, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak
me}akukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari
PIH&K KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
IIaK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
a. Mengawasi pelaksanaan kevrajiban PIHAK KEDUA;
b. Mendapatkan data balikan berupa Data keterangafl Penerima bantuan danjenis bantuan dan Data Keterangan Korban Tindak Pidana perdangangan

Orang {TPPO} dan Kekerasan Perempuan dan Anak dad PIHAK KEDUA yang
data kependudukanrrya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkai
Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; da:r
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c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan,
dan kehenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak
dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependud.ukan
kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Ke{a Sama ini telah
berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
a. Mendapatkan hak akses seca-ra terbatas data kependudukan berupa Nomor

KK, NIK, narna lengkap, jenis kelamin, tempat 1ahir, tanggal/bulan/tahun
lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekaralg dari PIHAK
KtrSATU melaiui NIK; dan

b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan
NIK, Data Kependudukan, dan KTp,el serta penggunaan perangkat
pembaca KTP-e1, atas biaya PIHAK KtrDUA.

Pasal 4
Jangka Walrtu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja
Sama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 16 September 2023 dan dapat' diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5
Berakhirlya PerJanjian KerJa Sama

Pedanjian Kerja Sarna ini berakhir apabila:
a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir d.an/atau atas

kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sarna sebelum jangka
waktu Perjanjian Kerja Snma ini berakhir; dan

b. Adanya perubalean terhadap kelembagaan PIHAI( I{EDUA, sehiagga perlu
pembaharuan Peda4iian Kerja Sama ini.

Pasal 5
Keadaga Memaksa (Force Majanre/.

{1} Apabila teq'adi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan
memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Pedanjian Keqja Sama
atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat {1), adalah adanya
kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal d.i luar
kekuasaan PARA PIHAIi.

Pasal 7
Peayeles*ian PerseltsiLan

{1} Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran
dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAI{ akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

{2} Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peratura:e
perundang-undangan.
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Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

(U PIH.*I( KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK,
Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester
pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAI{ IIESAfU
dengan tembusan Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

{2) PIHAI{ KESAT$ melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan
dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

{3} PIHAI( KESATL dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data
Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu;

{4} Hasil evaluasi sebagaimeura dimaksud pada ayat t2) dilaporkan kepada
Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

(1) Dalam hsl PIHAI{ KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagai66la
dimaksud dalam Pasal 2 ayat {2}, maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri
Perjanjian Kerja Sama ini;

{2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi
Pe{anjian Kerja Sa-ua ini, dapat dilakukan peruba}ran atas persetujuan PARA
PIIIAK yang dituangkan dalam Adendum yaflg merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

(3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA
PIHAII dan merupakan bagran tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama
ini.

Pasal 1O
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 {dua}, masing-
masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelatr ditandatangani PARA PII{AK.

KEDUA

W4
1 191
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si.


